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PUTUSAN
Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Sal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SALATIGA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang

Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXX, NIK 3373045109760001, Umur 48 Tahun, agama Islam,
Pendidikan SD, pekerjaan Asisten Rumah Tangga,
alamat Tegalsari, RT 001 RW 008, Kelurahan,
XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Salatiga, alamat
domisili Bancaan, RT 003 RW 012, Kelurahan
XXXXX, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Nomor
Telp: XXXXX, Selanjutnya disebut Penggugat.

Lawan

XXXXX, NIK 337304070270002, Umur 53 Tahun, agama Islam, pendidikan
SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat
tinggal, di Tegalsari, RT 001 RW 008, Kelurahan
XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Salatiga,
selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Agustus 2024 telah
mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
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Salatiga dengan Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Sal, tanggal 5 Agustus 2024
dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Mei 1993, Penggugat dan
Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Salatiga,
Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana sesuai dengan
Kutipan Akta Nikah Nomor 70/15/V/93, tertanggal 15 Mei 1993;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal di rumah orang tua, Bancaan, RT 003 RW 012,
Kelurahan XXXXX, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, selama kurang
lebih 4 (empat) tahun sejak 1993 sampai dengan 1998, kemudian
tinggal di rumah bersama Tegalsari, RT 001 RW 008, Kelurahan XXXXX,
Kecamatan XXXXX, Kota Salatiga selama 11 (sebelas) dari tahun 1999
sampai 2010 dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan
Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dalam
keadaan ba’da dukhul dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
2.1 XXXXX, NIK: 3373040401940001, Laki-laki, lahir di
Salatiga pada tanggal 04 Januari 1994 (umur 30 tahun),
Pendidikan SLTA/Sederajat, saat ini sudah bekerja.
2.2 XXXXX, Perempuan, lahir di Salatiga pada tanggal 26
Maret 1997 (umur 27 tahun), Pendidikan SLTA/Sederajat, sudah
menikah.
2.3 XXXXX, NIK: 3373040812070001, Laki-laki, Ilahir di
Salatiga pada tanggal 08 Desember 2007 (umur 17 tahun),
Pendidikan kelas 3 SLTP/Sederajat, saat ini anak tersebut dalam
asuhan Penggugat.
3. Bahwa mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan
Tergugat dalam keadaan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal
tahun 2008, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak
harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus
yang disebabkan karena Masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam
memberikan nafkah berupa uang terhadap Penggugat dan anaknya,
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sehingga menyebabkan penggugat harus bekerja untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari;

4, Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran terjadi
kurang lebih pada akhir tahun 2010, Penggugat pamit pergi ke Malaysia
untuk bekerja dan sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Bancaan,
RT 003 RW 012, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga,
sedangkan Tergugat saat ini tinggal di Tegalsari, RT 001 RW 008,
Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Salatiga, sehingga antara
Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama 12 (dua
belas) tahun lamanya;

5. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama
tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan
layaknya suami istri serta Tergugat tidak memberi nafkah baik lahir
maupun batin sampai saat ini;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi
Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu
Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga
kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam

perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi
sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2, Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXX) terhadap
Penggugat (XXXXX);

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :
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Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang secara
inpersoon ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan
tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya
dan telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali berdasarkan relaas
panggilan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Sal tanggal 7 Agustus 2024 dan 15
Agustus 2024 serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan

oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan
jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar
bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan
Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan
perkara ini dilanjutkan yang diawali dengan membacakan surat gugatan
Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa adanya

perubahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat
didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan
alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 145/0641, atas nama
Karsih (Penggugat), tanggal 4 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh
Kelurahan XXXXX, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga. Bukti surat
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tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah di-nazegelen, kemudian diberi
kode bukti (P-1), tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kota Salatiga,
Kodya Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, Nomor 70/15/IV/93, Tanggal 15
Mei 1993, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian
diberi kode bukti (P-2), tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi.

1. XXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, saksi adalah adik Ipar
Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya

sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
adik Ipar Penggugat;

- Bahwa Saksi menjadi bagian dari keluarga besar Penggugat pada tahun
1998 dan pada saat itu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang
anak, beberapa tahun kemudian dikaruniai lagi seorang anak sehingga
pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat
awalnya harmonis namun sejak tahun 2008 mulai tidak harmonis lagi
karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
karena masalah ekonomi;

- Bahwa Tergugat kurang dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga
sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga dan untuk
memenuhi kebutuhan anak maka Penggugat bekerja mencari nafkah
sebagai asisten rumah tangga;

- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada
tahun 2010, dimana Penggugat akhirnya pergi ke Malaysia menjadi TKW
karena kondisi ekonomi dan sejak saat itu antara Penggugat dan
Tergugat pisah tempat tinggal selama 12 tahun;

- Bahwa pada tahun 2022, Penggugat kembali ke Salatiga namun
hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa kembali
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rukun seperti semula kondisi rumah tetap tidak harmonis dan tidak
tinggal bersama;

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah
kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak
keluarga namun tidak berhasil;

- Bahwa Saksi sebagai adik ipar Penggugat sudah tidak sanggup untuk
merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah bertekad
untuk bercerai dari Tergugat;

2. XXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, dibawah sumpah memberikan
memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
tetangga Penggugat;

- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah dan hidup
rukun serta dikaruniai 3 orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun
sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
disebabkan masalah ekonomi ;

- Bahwa karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak
harmonis disebabkan karena masalah ekonomi yang tidak terpenuhi,
maka Penggugat bekerja sebagai asisten rumah tangga;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat akhirnya memutuskan untuk
pergi ke Malaysia mencari nafkah sehingga Penggugat dan Tergugat
telah berpisah tempat tinggal selama 12 tahun;

- Bahwa setelah Penggugat kembali ke Salatiga, tidak pernah lagi hidup
bersama Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak
keluarga namun tidak berhasil;

- Bahwa Saksi sebagai tetangga Penggugat tidak sanggup untuk
merukunkan Penggugat dan Tergugat;
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Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi
dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan

tetap pada gugatannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian

yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Hakim Tunggal

Menimbang bahwa perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal
berdasarkan Surat Izin/Dispensasi Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
43/KMA/HK.05/2/2021 tanggal 9 Februari 2021;

Pertimbangan Ketidakhadiran Tergugat

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut
mengenai materi pokok permohonan Penggugat, terlebih dahulu Hakim akan
mempertimbangkan relaas panggilan mengenai ketidak hadiran Tergugat di
persidangan;

Menimbang bahwa Tergugat tidak menghadap di persidangan atau
menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dan menurut relaas
Nomor Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Sal tanggal 7 Agustus 2024 dan tanggal 15
Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan yang dibacakan di persidangan,
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke
persidangan akan tetapi tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain
sebagai kuasanya sedang ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan
disebabkan oleh halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat
yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak
hadir;
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Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan,
perkara a quo diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Hakim akan
menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR
dan hadis Nabi dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukkam halaman 96 sebagai
berikut:

99 ails o9 Hraluwoll plS> o pSI> ] (nE3 o
al 5> V: JUs ol LJUs

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam,
kemudian tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk

orang zalim, dan gugurlah haknya;
Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasai 65 dan Pasal 82 ayat
(1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,
terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha mendamaikan
dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar
bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan
Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana
dikehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan
karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Gugatan Penggugat, Hakim dapat
menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang
menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam

penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan
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atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang
telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan
Agama Salatiga berdasarkan kompetensi absolut berwenang untuk
menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Surat Keterangan
Domisili atas nama Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa
Penggugat beralamat di Salatiga, alat bukti tersebut bermeterai cukup telah di
nazegelen sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat
bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal
2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea
Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000
tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga
Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai. Berdasakan alat bukti tersebut alamat
Penggugat yang berada di Salatiga maka terbukti bahwa Penggugat bertempat
tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga maka berdasarkan
pasal 73 ayat (1) UU No 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Salatiga berdasarkan Kompetensi
Relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus

perkara ini;
Legal Standing

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara a quo, Penggugat
mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah
yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam di wilayah kantor urusan
Agama Kecamatan XXXXX Kota Salatiga hal tersebut dikuatkan dengan bukti
P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat,
bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga
Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan
Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3)
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Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta
pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang
Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal
Yang Dikenakan Bea Meterai, Hakim menilai bahwa alat bukti surat tersebut
merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR juncto
Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende
bewijskracht). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi
Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah
terikat dalam pernikahan sah pada tanggal 23 Juli 2021 dan sampai saat ini
belum bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (legal
standing/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara
Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat
menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa
keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan
lagi. Keadaan tersebut disebabkan Penggugat dan Tergugat sering berslisih
dan bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi, dan antara
Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 12 tahun;
Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (feitelijke gronden)
dan alasan hukum (rechtelijke gronden) yang tertuang dalam posita gugatan
Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak
Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah
tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun
kembali;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan
sebagaimana tersebut di atas, dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014
angka 4 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah
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Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan,
memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage)
antara lain sebagai berikut:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;

- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;

- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya

sebagai suami istri;

- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL,

PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu
dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus
dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam
persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas
dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum
yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim wajib memperhatikan
asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga
pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta
kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya
itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan
Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat
Penggugat dan Tergugat lainnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil
gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan 2 (dua)

orang saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini:
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Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P2 Hakim telah

mempertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah
mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama XXXXX dan XXXXX yang berasal
dari orang-orang dekat dengan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan
Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi
tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dan memberikan
keterangan dibawah sumpah di depan persidangan sesuai dengan ketentuan
Pasal 145 ayat (1) HIR., maka berdasarkan pertimbangan tersebut, saksi-saksi
yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk dijadikan

saksi dalam perkara ini dan dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi,
berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR., saksi-saksi tersebut
harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri,
keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan
yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian
satu dengan yang lain, maka untuk memenuhi syarat tersebut Hakim akan
mempertimbangkan keterangan-keterangan para saksi tersebut sehingga dapat
dijadikan alat bukti saksi yang sah dan akhirnya alat bukti saksi tersebut akan
dijadikan bahan pertimbangan oleh Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, didalam persidangan
menyampaikan keterangan bahwa pada awal pernikahan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis serta dikaruniai 3 orang anak,
namun pada tahun 2008 rumah tangga Penggugat sudah mulai tidak harmo nis
disebabkan masalah ekonomi sehingga Penggugat harus bekerja sebagai
asisten rumah tangga dan Penggugat akhirnya memutuskan untuk pergi
bekerja di Malaysia sebagai TKW sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah
tempat tinggal selama 12 tahun, hal tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri
oleh kedua saksi Penggugat dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan
oleh Penggugat, dan keterangan kedua orang saksi Penggugat bersesuaian
satu sama lain perihal sejak Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat
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tinggal tidak menjalin komunikasi lagi, bahkan dalam rentang waktu tersebut
Tergugat juga sudah tidak menafkahi Penggugat dan anaknya, maka
keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat
bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 171 HIR dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh
Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, maka karena sifat
pembuktian saksi adalah bebas (vrij bewijskracht), Hakim berpendapat alat
bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat patut untuk diterima sehingga
segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua

saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;
Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan keterangan
kedua saksi tersebut diatas maka hal-hal yang menjadi fakta hukum sebagai
berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat
tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri
sah menikah pada tanggal 15 Mei 1993 dan telah dikaruniai 3 (tiga)

orang anak;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun
karena telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang disebabkan

masalah ekonomi;

4, Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat

tinggal selama 12 tahun;

5. Bahwa upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan

Tergugat tidak berhasil;

Menimbang ahwa selanjutnya Hakim akan menjawab petitum
Permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan

dengan pertimbangan hukum (tasbib al-ahkam al-gadh&’i), sebagai berikut:
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Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat, hal pokok
yang diminta oleh Penggugat kepada Pengadilan, yakni: “Menjatuhkan talak

satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.”;

Menimbang, alasan hukum (rechtelijke gronden) yang tertuang dalam
posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif
kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf
(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam, oleh Hakim akan dipertimbangkan unsur-unsur yang terkandung

dalam pasal-pasal tersebut, yakni :

1. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan

dan pertengkaran;
2. Tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
3. Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam
pasal-pasal a quo, oleh Majelis akan dipertimbangkan satu persatu
dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di

persidangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 3 menunjukkan,
bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran, karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur

pertama telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 4 menunjukkan,
adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 12 tahun
lamanya, tidak ada komunikasi dan tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri,
fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa antara Penggugat
dengan Tergugat tidak lagi ada ikatan batiniyah sebagai suami istri serta rumah
tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan retak yang

sedemikian rupa sifatnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah
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tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam
rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1)
Undang-undang nomor: 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud dan karenanya

Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 5 menunjukkan,
bahwa seluruh upaya damai yang dilakukan, mulai dari nasehat Hakim pada
tiap-tiap permulaan sidang serta upaya perdamaian dari pihak keluarga,
seluruhnya telah ternyata tidak berhasil, karenanya Hakim berpendapat bahwa

unsur ketiga telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan
sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh
unsur yang terkandung dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal
116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah cukup terpenuhi, maka
Hakim dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan
perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan
madlarat bagi para pihak, karenanya gugatan Penggugat dapat dinyatakan

telah beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka telah
pula terpenuhi indikator rumah tangga yang broken marriage sebagaimana
ketentuan dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 Tentang
Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun
2013;

Menimbang, bahwa pelembagaan perkawinan dalam Islam dimaksudkan
sebagai wahana bagi pasangan suami isteri untuk menikmati suasana rumah
tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sebagaimana norma hukum
yang terkandung dalam Firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum ayat 21 yaitu :

Jass Lgdl] Isikiud) 51531 aumdil Go AXT 315 O wilil $es
D958t e38loY WS 9] 1423 55 5355 ASils

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
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merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa seirama dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal
1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 3 dan
Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk
mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami
dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi

bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat
dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan
bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur
kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara
suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi

bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap
fakta-fakta tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
perselisihan yang bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam
membina rumah tangga, maka keadaan rumah tangga a quo sudah tidak ada
lagi rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan
lahir maupun batin antara satu sama lain, sehingga untuk mewujudkan tujuan
perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah, tidak mungkin dapat dicapai
antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga. Dengan
demikian patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah
pecah (brokendown marriage). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah
Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangan
hukumnya antara lain menyatakan : “Antara suami istri terus menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi
dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya
perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal
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terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut”. Oleh karena itu,
mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat
memberikan maslahat, sehingga jalan yang terbaik ialah memutuskan ikatan

perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim sependapat dan
kemudian mengambil alih sebagai pendapat Hakim, norma hukum yang

terkandung dalam isi Kitab Fighus Sunnah juz II, halaman 248:

ol wlicl gl asg )l ainn oladl s3) lalges caini Islg
OlauYlao slauYl olSe

oVl e oladl jzcg logl Lol a6 uianll plgs axeo
Artinya: “Apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti
dari pihak istri atau pengakuan suami, dan adanya hal yang menyakitkan
itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya,
sedangkan Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah

pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in.”

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di
atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan perceraian Penggugat telah
memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jis. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan
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Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Sehingga berdasarkan Pasal 119 ayat (2)
huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum Penggugat tersebut patut
dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap

Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi
dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya pula
tanpa disertai alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan
menurut hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, maka gugatan
Penggugat patut dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jis. Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya, Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2959
Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun
2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor 57/KMA/SK/I11/2019
tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan
Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya

sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI
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1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX) terhadap
Penggugat (Karsi binti Saminto);

4, Membebankan kepada Peggugat untuk membayar biaya perkara

ini sejumlah Rp605.000,00 (enam ratus lima lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama
Salatiga pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan
tanggal 22 Shafar 1446 Hijriah, oleh Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.,M.H.
sebagai Hakim, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Ahmad Roikan,
S.Sy.,S.H.,M.H sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat.

Hakim,

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag., M.H.

Panitera Sidang,

Ahmad Roikan, S.Sy.,S.H.,M.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran :Rp 30.000,00
2. Biaya Proses :Rp 75.000,00
3. Biaya Pemanggilan : Rp 360.000,00
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4. Biaya PNBP :Rp 20.000,00
5. Biaya Sumpah Saksi : Rp 100.000,00
5. Biaya Redaksi :Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai :Rp 10.000.00
Jumlah : Rp 605.000,00

(enam ratus lima ribu rupiah).
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